KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 479 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL IBNU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangks meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, periu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini
memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya
Nomor: Kd,10.06/4/PP.01.1/0018/2016 dan Nota Persetujuan
Kepala Bidang Pendidikan Madrassh Nomor:
0223/ND/IPM/2016

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & dan huruf b perlu menctapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan lzin Operasional Pendirian
Raudlatul Athfal Ibnu Abbas Kabupaten Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005
Nomer 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemernintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasiona! Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubshan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



5.

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Pernturan Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanasn  Pendidikan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomaor 4864);

Peraturan Femerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 494 1);

Persturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6150) sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Pernturan Pemerintal Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarnan Pendidikan (Lemberan
Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambshan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
S157;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Teanawiyah, dan Sekolsh Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Persturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah  menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar 1sl Pendidilean
Agama [slam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pondidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 206) scbognimana telah diubah dengan
Peraturan Menterl Agams Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengawas Madrasah dan  Pengawas

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Penyelonggaran Pendidikan Madrasah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL IBNU ABBAS.

Memberikan  izin  operasional pendirian  kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Keputusan inl,

Setelah jsndm \va)uu 4 f{empat) Tahun, Kepala Madrasah yang

bmangkuum
Menyunpnilnn hpunn perknmbannn madrasah kepada Kepals
Kantor Kementerian yang 1t paling sedilkit
perkembangan ;\.unhh pmﬂa dldﬂ( pelaksanaan lurikulum,
pelaksa pom dan
pelaksanaan  p h o pendtdu: dan tenaga

; dan/atau
b. Mengajukan pendnfmrln visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesusl ketentuan peratursn perundang-
undangan
Dalam hal pe 3 sabaga.lmam dlmalnud dalam
Dilctum KEDUA humf a dinilal
minimal penyelengga mmpend:d:hndm/amnhadlahednui
schagaimana dimaksud Diktum KEDUA huraf b mendapat
peﬂngkatminimalc maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tetap berlaku,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagrimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhbi standar pelayanan
minimal penyelenggarsan pendidikan dan/atau hasll akreditasi
sebagalmana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, malka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut,

Keputusan ini mulai berlalos pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2016




